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BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

 

NOMOR : 434 SERI : E 

 
PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 36 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  PUSAT  

KESEHATAN MASYARAKAT  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS, 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa Badan 
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pusat Kesehatan Masyarakat;  

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);  
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6887);  

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6948); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang  
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 67); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

 
 
Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian 

Hukum Republik Indonesia Nomor W.2-PP.02.04-21924 
tanggal 24 November 2025 Hal Penyampaian Hasil 
Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten 
Nias; 
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MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA 
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA 
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.  

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Nias. 
2. Bupati adalah Bupati Nias. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang 
selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Nias. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

6. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang 

selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas pada 
Dinkes P2KB. 

8. Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya 
disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil 
kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah 
yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan 
serahterima hasil pekerjaan. 

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna 
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat 
Daerah. 
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11. Dewan Pengawas UPTD Puskesmas di wilayah Kabupaten Nias yang 

selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas di 
wilayah Kabupaten Nias. 

12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja BLUD. 

14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 
pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa 
kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

15. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ 
adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan 
Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh bagian pengadaan 
barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nias. 

16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk 
mengelola pemilihan penyedia. 

17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/ 
personil yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan 
langsung dan/atau E-purchasing. 

18. Tim Teknis Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Tim 
Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PA yang dibentuk dari unsur 
Pemerintah Daerah untuk membantu PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan 
dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia. 

19. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan 
pembangunan kembali suatu bangunan. 

21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah pikir. 

22. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem 
tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan. 

23. E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang 
disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. 
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24. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem 

informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui 
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel Daring. 

25. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-Purchasing 
adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog 
elektronik/Toko Daring. 

26. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi 
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

27. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE 
adalah sistem informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik. 

28. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik 
yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai 
bidang ekonomi. 

29. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia 
adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan 
kontrak. 

30. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan 
harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan 
biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai. 

31. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

32. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa 
konsultansi. 

33. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya 
dalam keadaan tertentu. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pengadaan 
Barang/Jasa. 

 

Pasal 3  
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan Barang 
dan/atau Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang 
sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk 
mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD Puskesmas. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang 
menggunakan anggaran belanja BLUD bersumber dari : 
a. jasa layanan; 
b. hibah tidak terikat; 
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan 
d. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas yang sah. 

 

BAB IV 

FLEKSIBILITAS 

Pasal 5 
UPTD Puskesmas sebagai BLUD dapat diberikan fleksibilitas berupa 
pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. 

 
 

Pasal 6 
 
(1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berupa jenjang nilai 

Pengadaan Barang/Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 
 a. Pengadaan barang, yaitu :  
 1. perbekalan farmasi (obat, bahan obat, bahan 

laboratorium/reagen, bahan habis pakai medis dan gas medis); 
 2. pengadaan alat medis; 
 3. pengadaan barang modal; 
 4. pengadaan peralatan kantor; dan 
 5. pengadaan bahan makan pasien; dan 
 b. Pengadaan jasa konsultansi nonkonstruksi. 

 

BAB V 

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 7 
Jenjang nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 
terdiri dari : 
a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah), dapat dilaksanakan dengan metode belanja langsung 
dengan bukti pembelian berupa kuitansi disertai materai secukupnya; 
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b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), 
dapat dilaksanakan dengan metode Penunjukan Langsung; dan 

c. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus 
juta rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan dengan kelompok kerja 
unit pengadaan  LPSE Pemerintah Daerah; 

 

Pasal 8 
Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana 
anggaran pendapatan dan belanja Daerah/anggaran dan pendapatan belanja 
Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 9 
Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat 
dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah 
atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD 
UPTD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah. 

 

BAB VI 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA 

Pasal 10 
(1) Prosedur Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh 
Pemimpin BLUD. 

(2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Pejabat 
Pengadaan/kelompok kerja pengadaan pada unit yang dibentuk oleh 
Pemimpin BLUD. 

(3) Pejabat Pengadaan/kelompok kerja pengadaan terdiri dari personil yang 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB VII 

PELAPORAN 

Pasal 11 
(1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati 

melalui Kepala Dinkes P2KB mengenai proses Pengadaan Barang/Jasa 
pada setiap akhir tahun anggaran. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data 
mengenai jenis, jumlah, tipe/spesifikasi, sumber dana dan harga 
perolehan. 
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(3) Bupati melalui Kepala Dinkes P2KB atau pejabat yang ditunjuk dapat 

melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

 

BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 
Pembinaan proses Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas 
dilaksanakan oleh UKPBJ. 

 

Pasal 13 
Pengawasan proses Pengadaan Barang/Jasa BLUD UPTD Puskesmas 
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 
 

Ditetapkan di Gido 
pada tanggal 28 November 2025 

BUPATI NIAS, 

ttd  

YAATULO GULO 
 

Diundangkan di Gido 
pada tanggal  28 November 2025 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 
 
 
SAMSON PERDAMAIAN ZAI 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 434 SERI : E 


